
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, dapat ditarik suatu 

kesimpulan yaitu: 

1. Perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban tindak pidana 

ekslpoitasi ekonomi di Kota Padang yang diberikan oleh Pemerintah Kota 

Padang adalah dengan usaha prepentif, represif dan rehabilitasi. Namun 

usaha yang lebih menonjol yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang 

adalah usaha represif dengan tujuan untuk mengurangi dan/atau 

meniadakan anak jalanan, dan usaha rehabilitasi dengan tujuan agar 

fungsi sosial anak jalanan berperan kembali sebagai warga masyarakat. 

Walaupun telah melakukan usaha tersebut, Pemerintah Kota Padang 

masih kurang tegas dalam pelaksanaannya karena anak-anak yang telah 

mendapatkan perlindungan hukum tersebut tetap turun kembali ke 

jalanan. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap 

anak di Kota Padang adalah perekonomian keluarga yang rendah 

(kemiskinan), komunitas anak dan lingkungan sosial, serta kekerasan dan 

keretakan rumah tangga orang tua. Hal tersebut terjadi karena kelalaian 

pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap kalangan 

keluarga ekonomi kelas menegah kebawah dan kurangnya perhatian 



 

 

pemerintah daerah terhadap kalangan keluarga ekonomi kelas menengah 

kebawah. 

3. Kendala yang di alami oleh Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan 

perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban tindak pidana 

eksploitasi ekonomi adalah halangan dari orang tua korban, tidak adanya 

sifat jera bagi para pelaku eksploitasi ekonomi, serta sulitnya pembuktian 

dalam kasus eksploitasi ekonomi di Kota Padang. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang di tarik dari hasil analisis data, maka penulis 

mencoba memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Agar Dinas Sosial Kota Padang bersama instansi terkait untuk dapat lebih 

aktif dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan 

sebagai korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di Kota Padang. 

2. Agar Polresta Padang bersama instansi terkait untuk dapat memberikan 

sanksi tegas kepada oknum-oknum yang melakukan eksploitasi ekonomi 

terhadap anak dan oknum-oknum yang mempersulit upaya pembuktian 

dalam kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Padang. 

3. Agar Pemerintah Kota Padang dapat lebih memperhatikan kalangan 

keluarga ekonomi kelas menengah kebawah dan memberikan bantuan 

kepada kalangan keluarga ekonomi kelas menengah kebawah karena 

dengan meningkatnya kualitas kehidupan di suatu daerah merupakan 

cerminan dari suksesnya pemerintahan di daerah tersebut. 

 
 


